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PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia-Nya sehingga buku berjudul "Tanah Adat dan Investasi di 

Papua" dapat kami sajikan untuk para pembaca setia. 

Buku ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi kami 

untuk mengangkat isu yang sangat relevan dan kompleks 

mengenai tanah adat dan kepastian hukum di wilayah Papua. 

Papua adalah tanah yang kaya akan keanekaragaman budaya, 

alam, dan potensi ekonomi, namun juga menghadapi tantangan 

besar terkait investasi dan hak-hak tanah adat. 

Dalam buku ini, kami mencoba menyajikan pemahaman 

mendalam tentang dinamika hubungan antara tanah adat dan 

investasi, serta pentingnya mencapai kepastian hukum dalam 

konteks yang sering kali kompleks dan sensitif ini. Kami berusaha 

untuk membawa perspektif yang berimbang dan menyeluruh, 

serta memberikan informasi yang akurat dan terkini. 

Penulisan buku ini juga tidak lepas dari dukungan dan 

bantuan banyak pihak, yang telah memberikan inspirasi, 

pengetahuan, dan semangat bagi kami. 

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-

tingginya kepada para pembaca yang telah memberikan waktu 

dan perhatian untuk membaca karya kami. Semoga buku ini dapat 

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan 

peluang yang ada di Papua, serta mendorong dialog yang lebih 

terbuka dan konstruktif untuk masa depan yang lebih baik. 

Akhir kata, kami menyadari bahwa setiap karya pasti 

memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan dan 

pengembangan buku ini ke depannya. 

Selamat menikmati membaca buku "Tanah Adat dan 

Investasi di Papua" dan semoga buku ini dapat memberikan 
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kontribusi positif bagi pembaca dan masyarakat Papua secara 

luas. 

 

Salam hangat, 

Penulis 
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Manusia pada prinsipnya merupakan sociale animale yang 

homo humanicus, homo ekonomicus, dan juga homo kulturalis. 

Sebagai “sociale nimale‟(makhluk sosial) manusia sejak dahulu 

kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di 

dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur 

kehidupan pribadinya sebagai manusia, sehingga itulah yang 

membuat manusia dianggap sebagai homo humanikus artinya 

sebagai makhluk sosial, manusia telah secara alami memiliki rasa 

kebersamaan dan dia (manusia) itu mampu menjaga 

keseimbangan antara sesama manusia dalam berbagai 

keterikatan semisal keterikatan garis keturunan, sistem 

kekerabatan, pola perkawinan, struktur bahasa, dan lain 

sebagainya. Sebagai “homo economicus” manusia dituntut untuk 

survive (bertahan) sehingga untuk itulah dia (manusia) 

mengembangkan aktivitas ekonomi dengan membentuk pola atau 

rangkaian kegiatan ekonomi dengan memproduksi dan 

mengkonsumsi sumber daya alam hayati lewat teknologi yang 

diciptakannya sendiri.  

Kemampuan manusia menciptakan (berinovasi) dengan 

keberadaan lingkungan alam ini menjadikan manusia sebagai 

“homo kulturalis” artinya dia (manusia) mampu mengembangkan 

sebuah penemuan–penemuan baru yang membantu dirinya untuk 

bertahan hidup di wilayah dimana dia ada. Sebagai homo 

kulturalis ini membawa manusia untuk hidup dan menetap pada 

wilayah (lingkungan alam) tertentu sebagai ciri khas 

kepribadiannya karena dari sanalah dia berasal dan pada 

lingkungan tersebutlah pengetahuan dan kearifan maupun 

marifatnya terbentuk sebagai makhluk hidup yang genius 

dibanding makhluk hidup lainnya (Deda dan Mofu, 2014) 

Manusia sebagai mahluk hidup untuk dapat hidup dan 

menetap pada suatu wilayah (lingkungan alam), maka manusia 

membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber daya alam. Dalam 

kehidupan manusia hubungannya dengan tanah dapat 

digambarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali 

ke tanah, sehingga hubungan manusia dengan tanah adalah 
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bersifat abadi. Bersifat abadi artinya hubungan antara manusia 

dengan tanah berawal dari ketika manusia lahir hingga kematian. 

Tanah dalam hukum adat adalah empunya manusia dan 

manusia adalah empunya bumi/tanah, karena hubungan antara 

manusia dengan bumi/tanah adalah hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. 

Hubungan yang bersifat abadi, artinya tidak dapat dipisahkan, 

termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan 

kembali menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari 

tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi (Rato D. 2016). 

Menurut Hariyadi, dalam menanggapi aksi penggusuran 

dan pembongkaran rumah rakyat “demi” kepentingan 

pembangunan, mengatakan bahwa tanah bagi rakyat adalah basis 

paling elementer yang menentukan soal hidup-matinya manusia, 

yang secara langsung menjadi “korban”. Menurutnya, bagi 

siapapun, tanah adalah tempat berpijak bagi manusia, dan tanah 

adalah pijakan fundamental yang paling menentukan eksistensi 

dan ke-langsungan hidup manusia.  

Lebih lanjut Hariyadi menyebut tiga arti fundamental dari 

tanah. Pertama, tanah adalah tempat manusia mendirikan rumah. 

Di atas tanah dan dalam rumah ia tinggal, manusia menemukan 

basis hidupnya. Disana ini menemukan identitasnya Hal ini 

berlaku bagi siapa saja karena tanah tempat mereka tinggal, 

memberi kehidupan dan menjamin masa depan. Kedua, di atas 

tanah itu, manusia berhubungan dengan hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ikatan manusia 

dengan rumah dan tanah adalah hal yang tak bisa dipisahkan. 

Ketiga, karena tanah memiliki arti ekonomi yang sangat kaya, 

satu-satunya dan tak mungkin tergantikan. Maka berdasarkan 

ketiga arti yang fundamental tentang tanah di atas, dia sangat 

berkeberatan atas aksi bongkar-membongkar sangat tidak 

manusiawi dan bertentangan dengan prinsip etika dan moral yang 

merupakan imperatif. Bahwa setiap orang secara moral 

berkewajiban menghormati hak-hak asasi orang lain. 
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Ikatan hubungan antara manusia dengan tanah 

menyebabkan tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi 

kehidupan manuasia, antara lain: 

1. Tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi 

kepentingan manusia. 

2. Sebagai tempat pemukiman dan tempat untuk melakukan 

kegiatan.  

3. Kaya akan barang tambang atau bahan galian yang berguna 

bagi manusia. 

4. Tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi 

kepentingan hidup manusia. 

Adapun pengertian tanah dalam istilah Agraria berasal dari kata 

Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti tanah 

pertanian, Angger (Bahasa Latin) berarti tanah, Agrarius (Bahasa 

Latin) berarti perladangan, persawahan, Agrarian (Bahasa 

Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Santoso (2005) 

mengemukakan pendapat bahwa pengertian Agraria juga sering 

dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau 

bangsa, misalnya Indonesia sebagai Negara agraris, yaitu suatu 

bangsa yang sebagaian besar masyarakatnya hidup dari bercocok 

tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada 

sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk 

membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang 

bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan 

masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non pertanian 

(perdagangan, industri, birokrasi) 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian 

dari bumi, tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah 

dalam segala aspeknya, melainkan tanah dalam pengertian 

yuridis yang disebut “hak”. Tanah sebagai bagian dalam Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara 

sebagai dimaksud dalm Pasal 2 ditentukan adanya macam – 
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macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang–orang, baik sendiri 

maupun bersama–sama dengan orang–orang lain serta badan–

badan hukum”. 

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang penting 

bernilai aset dan menjadi salah satu kekayaan yang dilekatkan 

pada hak ekslusif dari pemilikan, dan kenikmatan, baik secara 

perseorangan ataupun secara berkolompok atas kekayaan 

sumberdaya tanah. Olehnya penguasaan, pemilikan dan 

pemanfaatan tanah tidak terlepas dari pengaruh tingkah laku 

perorangan, anggota masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, di 

samping faktor ekonomi, politik, agama, sosial, dan kebudayaan 

yang mempengaruhinya. 
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Tanah dalam perspektif Kosmologi, dimaksudkan: 1) ilmu 

(cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan 

hubungan ruang waktu dari alam semesta; 2) ilmu tentang asal-

usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari serta 

hubungannya dengan jagat raya; 3) ilmu (cabang dari metafisika) 

yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan. 

Menurut Rato (2016) kosmologi hukum berasal dari kata 

kosmologi dan hukum, kosmologi artinya cara pandangan 

masyarakat hukum adat atau cara berpikir masyarakat hukum 

adat tentang alam semesta serta kedudukan mereka dalam alam 

semesta itu dikonsepkan. Berdasarkan cara pandang ini, alam 

dipandang sebagai ibu, dan alam diaktualkan sebagai bentuk 

tanah, sehingga tanah disebut sebagai ibu, yaitu Ibu Bumi atau Ibu 

Pertiwi. 

Lebih lanjut menurut Rato (2016) kosmologi hukum adat 

menyatakan bahwa alam (tanah) dan leluhurnya adalah tunggal 

dan manunggal. Pada masyarakat hukum adat yang sistem 

kekerabatannya: 

1. Matrilineal, hubungan antara alam dan manusia dikonsepkan 

bahwa hubungan antar tanah (alam), ibu (leluhur=buah 

perut), rumah (yoni=anak cucu) adalah tunggal manunggal 

sebab ketiganya berada dalam satu konsep yaitu kesuburan 

(fertilitas bumi). 

2. Partilineal, hubungan antara alam dan manusia dikonsepkan 

bahwa hubungan antara langit (alam), ayah 

(leluhur=marga/fam), lingga (anak cucu) adalah tunggal dan 

manunggal, sebab ketiganya berada dalam satu konsep 

kekuasaan (ceiling powers or power of the heavens). 

3. Parental, hubungan kedua konsep di atas sama-sama 

diperhitungkan dan diperhatikan. 

Pada suku Mollo (Maemunah, 2015), Alam bagai tubuh manusia. 

Fatu, nasi, noel, afu amasat neu monit mansion, artinya batu, hutan, 

air, dan tanah bagi tubuh manusia. Air seperti darah karena air 

membagikan makanan pada tubuh. Hutan adalah kulit dan 
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rambut, hutan menjaga lahan dan melindungi sumber-sumber air, 

seperti kulit dan rambut yang melindungi daging dan darah. 

Tanah bagai daging yan membutuhkan makanan dari darah dan 

kuat ditopang tulang serta dilindungi kulit. Batu bagai tulang yang 

dimaknakan pula sebagai gunung-gunung batu. Penamaan alam 

pada suku Mollo memberikan gambaran hubungan yang erat 

antara sumber daya alam dengan kehidupan manusia. Untuk 

memanfaatkan tanahnya, maka suku Mollo memiliki zona 

pemanfaatan tanah/lahan (Maemunah, 2015). Mereka 

menyebutnya nasi, kintal, kuan, dan nome, atau hutan, kebun, 

permukiman, dan padang penegembalaan. Nasi atau hutan ada 

dua jenis, yaitu: nasi tola atau nais tola adalah hutan keramat yang 

tidak boleh diganggu, di sinilah dilakukan ritus keramat. Hutan 

belukar bekas kebun (lele) yang dibagi atas dua; Kintal atau poan 

adalah kebun yang ada di halaman rumah, jaraknya dekat. 

Sementara lele adalah kebun yang letaknya jauh dari rumah. 

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting di 

dalam hukum adat, disebabkan karena: 

1. Sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan 

meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga 

akan tetapi akan tetap bersifat tetap dalam kenyataannya, 

bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih 

menguntungkan; 

2. Faktanya, yaitu bahwa tanah adalah: 

a. Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat) 

b. Memberikan penghidupan bagi persekutuan 

(masyarakat) 

c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan 

(masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan 

d. Merupakan pula tempat tinggal bagi dayang–dayang 

pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh para 

leluhur persekutuan (masyarakat) 

Hubungan Tanah dengan manusia dalam hukum adat bersifat 

komunalistik religio-magis (Sumitra, 2010), falsafah yang 


